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BAB III 

LATAR BELAKANG MUNCULNYA KONFLIK MOH. HATTA  

PADA PEMERINTAHAN 1955-1965 

 

A. Pertentangan Ideologi Soekarno-Hatta 

  Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, atas teks 

proklamasi yang diumumkan oleh Soekarno. Berkat anggota kaum muda 

maupun kaum tua, akhirnya Indonesia bisa merdeka dan melepaskan diri dari 

perbudakaan para penjajah. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai penentu 

akan terciptanya Indonesia yang bebas dan membentuk suatu negara 

berdaulat. Pada tahun 1946, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta diangkat menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden Rakyat Indonesia. Dari situ mereka selalu 

disebut dengan sebutan Dwitunggal, yang mana mereka berdua memiliki satu 

pemikiran yang sama untuk membangun Indonesia dengan terbentuknya 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai patokannya.  

  Di masa kepemimpinan Soekarno-Hatta, Indonesia memang 

berkembang meski mengalami banyak goncangan oleh para penjajah yang 

kembali ingin merebut Indonesia. Namun, dengan kegigian mereka dan  para 

golongan tua maupun muda bersatu untuk menumpas penjajahan dan 

menjunjung nilai-nilai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Namun, 

dibalik itu semua keserasian Soekarno-Hatta mulai kelihatan  merenggang, 

karena pertentangan ideologi atau pemikiran akan Indonesia untuk ke 

depannya. Pertentangan ini kian nyata dan memuncak sekitar tahun 1955-

1965, yang mana menjadi penentu kerenggangan mereka.  
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1. Demokrasi  

a. Demokrasi Menurut Bung Karno 

  Demokrasi Versi Indonesia Yakni menganut prinsip-prinsip 

musyawarah yang akhirnya menghasilkan mufakat. Menurut Bung 

Karno menegaskan bahwa jiwa Indonesia bertentangan dengan jiwa 

fasisme yaitu jiwa yang menyerahkan segala hal kepada kehendak 

satu orang saja, jiwa “perseorangan”, jiwa kezaliman dan jiwa 

diktator.
1
 

    Fasisme Jerman yang melahirkan fuhrer prinsip, artinya 

pemimpin harus diikuti saja bagian bawah hingga atas tanpa banyak 

mikir lagi, ibarat Samina wa Atha’na. Bung Karno menyatakan bahwa 

demokrasi-Indonesia yaitu sosio-demokrasi dengan sebuah lembaga 

yang mewakili seluruh rakyat yang senantiasa manganut prinsip-

prinsip gotong royong disamping tiu juga menggunakan prinsip 

demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat.
2
 

  Bung Karno ternyata tidaklah menyukai demokrasi 

berdasarkan pemungutan suara (voting) karena suara di Barat itu bisa 

berdampak tirani terhadap minoritas. Selanjutnya Bung Karno 

mengungkapkan tentang kebudayaan masyarakat Indonesia yang 

menuruti sabda pandhito ratu merupakan suatu kultur terpimpin. 

Dimana demokrasi terpimpin layaknya demokrasi yang mengenal 

lembaga khalifah, dimana khalifah harus dipilih oleh umat Islam dan 

                                                           
1
Hadi Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap 

Kebijakan Politik Indonesia 1956-1965 (Semarang: UNNES, 2005),78. 
2
 Ibid., 78. 
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khalifah harus mampu melidungi seluruh umat Islam. Di suatu 

kesempatan lain dalam pidatonya Bung Karno mengibaratkan 

pemimpin merupakan pengembala. Di sini seorang kepala 

pemerintahan diartikan sebagai imam yang memiliki tanggung jawab 

atas keadaan rakyatnya.
3
 

  Slogan mengenai demokrasi dari rakyat untuk rakyat 

menurut Bung Karno bahwa demokrasi haruslah benar-benar nyata 

memberi keuntungan pada rakyat. Oleh sebab itu demokrasi harus 

memiliki disiplin dan harus memiliki pemimpin.  

  Dalam ide guided democrazy haruslah sesuai dengan 

UUD’45, dimana dari sinilah merupakan cerminan kepribadian 

(identity) bangsa Indonesia. Bung Karno yakin/ meyakini bahwa 

demokrasi yang cocok untuk kultur Indonesia adalah adalah 

demokrasi terpimpin yang berdasarkan UUD’45.
4
  

  Bung Karno menegaskan bahwa demokrasi berarti toleransi 

atau kesediaan memberikan kesempatan pada orang atau pihak lain 

terus mengenal oposisi merasa tidak berkewajiban untuk mengatakan 

pemerintah berbuat baik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa demokrai 

terpimpin haruslah senantiasa melahirkan pendapat sehat. Adapun 

                                                           
3Herbert Feith, Sukarno Dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin (Jakarta: Sinar Harapan, 
2001). 78-79. 
4
 Ibid., 79. 
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fungsi oposisi menurut kacamata bung Karno itu juga ikut andil, ikut 

menentukan GBHN di MPR dan ikut membuat UU di DPR.
5
  

  Bung Karno mengajarkan penertiban dan pengaturan 

menurut wajarnya kemudian diimplementasikan dalam UU 

kepartaian. Demokrasi terpimpin haruslah bisa mencapai masyarakat 

yang adil dan makmur sehingga tidak salah jika demokrasi terpimpin 

adalah demokrasi penyelenggara atau demokrasi yang perlu dihasilkan 

dengan bekerja dan bekerja bukan cuma berbicara. Alat demokrasi 

terpimpin mengenal kebebasan berpikir dan berbicara dalam batas 

keselamatan negara. Demokrasi berarti kemerdekaan membuat orang 

bebas menggunakan pikirannya tanpa campur tangan pihak lain.
6
 

b. Demokrasi Menurut Bung Hatta 

  Demokrasi Indonesia yang dikenalkan oleh Bung Hatta 

artinya tidak berdasarkan kebudayaan Indonesia disini artinya 

kedaulatan rakyat dijunjungnya tidak sama denganVolskouvereiniteit 

individualisme. Betul ada persamaan nama karena Bung Hatta 

mengambil dari Barat. Menurutnya adalah suatu keharusan untuk 

selalu menyetujui masyawarah tetapi menolak mufakat sebab 

musyawarah merupakan cara-cara menolak menang sendiri, sikap 

diktatoral/ otoriter.
7
  

  Sifat musyawarah perlu diterapkan dalam badan-badan 

perwakilan. Perbedaan pendapat adalah tepat untuk menggalakkan 

                                                           
5
Ibid., 80. 

6
Ibid., 80. 

7
Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta,80-81. 
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sistem mayoritas yang mengarah kepada sistem voting (penghitungan 

suara). Masyarakat demokratis seperti di Indonesia, mentalitas orang 

berlainan dengan masyarakat individualistis sebab dalam segala 

tindakan dan persyaratan pendapatnya, ia teruatama dikemudikan oleh 

kepentingan umum. Di mana dalam perikatan masyarakat ia tetap 

punya cita-cita dan pemikiran untuk mencapai keselamatan umum.
8
  

  Azas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada 

pada rakyat sehingga semua hukum harus bersandar pada keadilan dan 

kebenaran hidup dalam hati rakyat banyak. Dengan kata lain semua 

perekonomian negeri harus diputuskan oleh rakyat dengan 

musyawarah.
9
  

  Demokrasi yang ada di Indonesia digolongkan menjadi tiga 

sendi yaitu pertama, cita-cita rapat yang menekankan adanya 

musyawarah untuk mufakat. Kedua, citacita protes massa, yaitu hak 

rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri 

yang dipandang tidak adil. Ketiga, cita-cita tolong-menolong, bahwa 

dalam hati sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, 

kolektivitas sehingga persekutuan asli di Indonesia memakai azas 

kolektivisme, tetapi bukan kolektifisme yang berdasarkan sentrallisasi 

(satu pimpinan diatas), melainkan desentralisasi yaitu tiap-tiap bagian 

berhak menentukan nasibnya sendiri.
10

 

                                                           
8
Noer,  Moh. Hatta, 494. 

9
Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan, 81 

10
Ibid., 81. 
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  Dari ketiga sendi tersebut dapat disesuaikan dengan 

kemajuan zaman, sedangkan yang menjadi dasar kerakyatan yaitu 

kedaulatan rakyat, jadi konsep kedaulatan rakyat yaitu kelanjutan dari 

demokrasi asli Indonesia pada tingkat yang lebih tinggi. Menurut 

Hatta demokrasi rakyat di Indonesia hanya ada pada demokrasi dalam 

pemerintahan desa seperti dicontohkan zaman raja-raja yang berlaku 

adalah otokrasi dan feodalisme. Pendek kata daulat tuanku harus 

diganti dengan daulat rakyat, agar nantinya rakyat berkuasa.
11

 

  Berbagai bentuk protes haruslah didengar karena itulah 

bagian dari bentuk demokrasi, yang dalam demokrasi politik menjadi 

syarat dan dasar keadilan dan kebenaran. Dengan demikian sesuai 

dengan cita-cita rakyat berhak menetukan nasibnya sendiri. Bung 

Hatta berpendapat bahwasannya dalam menjalankan konsep 

kedaulatan rakyat ini sangatlah dibutuhkan sosok pemimpin yang 

penuh cinta akan kebenaran serta berani mengakui kesalahan. Disertai 

dengan watak teguh serta berkemauan keras.  

  Demokrasi Parlementer yang dilaksanakan pada tahun 1955 

dalam pandangan Bung Hatta menggaris besarkan bahwa Demokrasi 

parlementer bukan hanya memiliki parlemen sebagai wakil rakyat dan 

pemerintahan yang bertangung jawab pada parlemen. Disamping itu 

                                                           
11

Ibid., 82. 
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parlemen dan peralatan parlementer merupakan suatu langkah kearah 

pembangunan demokrasi parlementer.
12

  

  Demokrasi parlementer menurut Bung Hatta 

mengutamakan aspek-aspek politik, karena cita-cita demokrasi politik 

di Barat telah maju. Definisi Parlementer di Barat merupakan hasil 

politik dari suatu evaluasi politik karena lapisan demi lapisan dan 

masyarakat memeroleh kekuatan ekonomi, mereka maju ke medan 

perjuangan politik serta telah mencapai kemenangan/telah mendapat 

perwakilan parlementer. Disini dapat disimpulkan parlementer di 

Barat adalah ganjaran politik untuk kekuatan ekonomi yang telah 

dicapai karena mereka kuat ekonominya berusaha melindungi 

kekuatan itu dengan alat-alat politik.
13

    

  Demokrasi di Indonesia mengandung unsur pembinaan dan 

pelaksanaan ekonomi yang besar. Sedangkan demokrasi di Barat 

dapat menerima banyak bentuk, selama dua hal yang pokok dipenuhi 

yaitu perwakilan rakyat secara jujur dan pemerintahan yang 

bertanggung jawab pada parlemen. 

2. Sosialisme  

a. Sosialisme menurut Bung Karno 

  Pada tahun 1920 di Indonesia paham Marxisme mulai 

berkembang pesat dan meluas, hal ini bisa dibuktikan dengan 

didirikannya PKI (Partai Komunis Indonesia) di Semarang oleh 

                                                           
12

Muhammad Hatta, Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian (Jakarta: Tintamas, 1957), 50-

54. 
13

Ibid., 55. 
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Semaun dan Darsono. Kemudian di Surabaya yang dipelopori oleh 

HOS Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam yang berpaham 

Marxisme. Seperti diketahui sebelumnya Sarekat Islam merupakan 

organisasi yang berpaham Islam dengan melihat kehadiran PKI yang 

lebih diterima masyarakat kecil, kemudian HOS Tjokroaminoto 

bersama Sarekat Islam mengadopsi dan ajaran Marxisme untuk 

dipadukan dengan ajaran Islam yang kemudian melahirkan sintesa 

“Islam dan Sosialis” yang lebih diterima oleh masyarakat.
14

  

  Bung Karno mempunyai pemikiran tersendiri mengenai 

perpaduan antara paham Marxisme dengan pandangan hidup bangsa 

Indonesia pada waktu itu. Terpengaruh oleh Gurunya HOS 

Tjokroaminoto (1916-1920), Bung Karno memberikan batasan 

bahwasannya ada persamaan yang mendasar antara sosialisme dalam 

teori Marxisdan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal 

gotong royong dan kolektivisme.
15

  

  Dalam artikelnya yang dimuat di majalah Indonesia 

Moedatahun 1926 Soekarno sebenarnya telah memantapkan 

ideologinya untuk menyatukan tiga paham besar pada waktu itu yaitu, 

Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang kemudian menjadi 

fenomenal ketika Bung Karno menerapkannya dalam pemerintahan 

Indonesia sewaktu ia menjabat menjadi presiden. Kemudian Bung  

                                                           
14

Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan, 63-64. 
15

Ibid., 64. 
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Karno memanifestasikannya ke dalam “Nasakom”.
16

 

  Pemikiran Bung Karno ini dilandasi kesadaran akan tragedi 

negeri jajahan. Dan saat itu, di Indonesia sudah muncul beberapa 

pergerakan rakyat yang masing-masing bermuara pada tiga aliran 

politik yaitu Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Dengan mempelajari 

dan mencari hubungan antara ketiga sifat itu, Bung Karno 

menegaskan bahwa sebenarnya ketiga aliran tersebut di Indonesia 

memiliki tujuan yang sama, karena itu, tak ada gunanya mereka 

berseteru satu sama lain. Bahkan, seharusnya bisa bekerja bersama-

sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat.
17

  

  Bung Karno mengajak seluruh komponen yang ada di tanah 

air agar menjauhi percekcokan mengenai perbedaan aliran tersebut 

untuk kemudian menyatukan kaum Nasionalis, Islamis, dan Marxis 

agar bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. Baru setelah 

tercapai bersama-sama menciptakan kemerdekaan Indonesia.  

  Rumusan Bung Karno selanjutnya menegaskan bahwa 

perlu adanya kerangka bersama itu adalah sikap cinta tanah air yang 

tidak berfikiran sempit, juga bukan chauvinistik, melainkan nasionalis 

yang sejati yang timbul dari rasa cinta akan manusia dan 

kemanusiaan. Baginya, rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, 

dengan memberi tempat kepada aliran-aliran lain, sebagai lebar dan 

                                                           
16Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Jakarta: LP3ES, 1987), 94. 
17

Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan, 64-65. 
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luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu 

untuk hidupnya segala hal yang hidup.
18

 

  Menyikapi hal ini Bung Karno memandang lebih arif 

mengenai perbedaan yang prinsipil tentang perbedaan pandangan 

mengenai agama antara kaum Islam dengan komunis, menurutnya 

perbedaan itu hanya masalah salah pengertian saja. Segala jenis teori 

harus mengikuti perkembangan zamannya, hal inilah yang menjadikan 

pijakan bagi Bung Karno untuk terus melakukan pembaharuan 

b. Sosialisme Menurut Bung Hatta  

  Bung Hatta memberikan pemahaman mengenai sosialisme 

yang berkaca dari kehidupan di desa yang berupa gotong royong dan 

azas kekeluargaan yang merupakan kesinambungan dari kolektivisme 

yang beraturan. Pada intinya Bung Hatta menginginkan tidak adanya 

pemimpin yang besar yang tidak tekontrol untuk melaksanakan segala 

keinginannya, sebaliknya ia menginginkan azas kekeluargaan yang 

dan mufakat untuk tidak mencari permusuhan tetapi menggali 

kebenaran bersama.
19

  

  Sosialisme yang dianut Bung Hatta tidak lepas juga dari 

pengaruh Barat, karena Ia memang menempuh studinya di Belanda 

sehingga sedikit banyak terpengaruh. Ia banyak menimba ilmu dari 

Fabian Society (Inggris) yang merupakan laboratorium yang 

mengolah masalah-masalah kemasyarakatan. Salah satu pengaruh 

                                                           
18

Ibid., 66. 
19

Ibid., 71. 
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yang menonjol dalam diri Hatta adalah koperasi yang diterapkannya 

di Indonesia yang merupakan hasil belajarnya selama di scandinavia. 

Dengan koperasi rupanya Hatta ada kecocokam untuk diterapkan di  

Indonesia, yang merupakan paham sosialis versinya.
20

  

  Pada 1961 Bung Hatta mulai menerapkan sosialisme versi 

Indonesia dengan tidak melepaskan prinsip-prisip yang melarang 

adanya penindasan terhadap suatu golongan baik secara ekonomi 

maupun fisik.  

  Sosialisme Indonesia dipengaruhi oleh tiga aliran yaitu dari 

Barat berupa Marxisme atau sosialisme demokrasi, dari Islam, dan 

dari dasar hidup asli bangsa Indonesia yang berbentuk kolektivisme. 

Persamaan yang ada pada diri Bung Hatta dan Bung Karno dalam 

memandang tumbuhnya sosialisme tidak lepas dari adanya cita-cita 

bersama untuk melawan kolonialisme dan kapitalisme-imperialisme 

untuk mencapai kemerdekaan bersama 
21

  

  Sosialisme yang dicita-citakan oleh Bung Hatta tidak 

mengenal kelas, strata dan yang lainnya, tetapi lebih mengedepankan 

persamaan hak dan kewajiban dalam mendapatkan dan memberikan 

perhatian bagi kelompoknya. Berlaku juga rasa saling memiliki untuk 

sama rasa sama rata dengan tidak mempertentangkan kelas sosial dan 

yang lainnya.
22

 

  

                                                           
20

Noer, Moh. Hatta, 715-716. 
21

Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan, 72. 
22

Ibid., 73. 
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  Bung Hatta juga menolak ide pemersatuan golongan dalam 

pengertian politik yang dilakukan oleh Bung Karno. Bung Hatta 

memandang persatuan hanya bisa bertahan jika dilakukan dengan 

menggunakan golongan kelas dengan pengertian ekonomi. Di 

Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas kapitalisme besar, 

menengah, dan marhaen. Dalam artikelnya “soal ekonomi dalam 

persatuan Indonesia” yang dikeluarkan oleh media Daulat Rakyat 

pada 10 Desember 1932 Bung Hatta mencurahkan gagasannya 

mengenai ide pemersatuan dalam bidang ekonomi. Dalam 

kenyataanya Bung Hatta dan Bung Karno tidak pernah mencapai kata 

temu, karena cara pandang keduanya dalam ide persatuan Indonesia 

menggunakan kacamata yang berbeda.
23

 

  Bung Hatta menginginkan sosialisme di Indonesia 

dibangun dengan melihat fakta-fakta yang ditemui dan keadaan 

didalam masyarakat Indonesia sendiri. Menurut Engels faktor sejarah, 

keadaan bangsa, adat istiadat, kepercayaan agama semuanya ikut 

menentukan corak masyarakat, tetapi pada akhirnya faktor 

ekonomilah yang menentukan perubahan masyarakat.
24

  

  Menurut Bung Hatta ide penyatuan Islam seperti yang ada 

dalam Nasakom dan yang lainnya tidak bisa berjalan. Bung Hatta 

menolak orang-orang komunis duduk di pemerintahan dengan alasan 

negara ini adalah negara Pancasila “tidak bisa diperintah oleh orang 

                                                           
23

Mohammad Hatta, Rasionalisme (Jakarta: Mutiara, 1979), 79. 
24

Ibid., 80. 
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yang tidak bertuhan”. Sosialisme yang religius ada pada agama Islam 

dan Kristen demikian Hatta melanjutkan. Sosialisme dalam agama 

Islam menurut Bung Hatta yaitu dengan menanamkan persamaan, 

persaudaraan, dan kemanusiaan yang berperikeadilan serta kerjasama 

dalam tolong-menolong.
25

   

  Sosialisme di Indonesia yang asli adalah kolektivisme 

masyarakat desa, misalnya tanah bukanlah milik orang-perorangan 

melainkan kepunyaan desa. Orang-seorang hanya memiliki hak pakai, 

berdasarkan hak milik bersama atas tanah sebagai alat produksi yang 

terutama dalam masyarakat agraris setiap orang yang menggunakan 

tenaga ekonominya harus mendapat persetujuan dari seluruh 

masyarakat desa. Semangat kolektivisme dilakukan secara bersama-

sama dengan tanggung jawab pekerjaan ada pada semua orang. 

Seperti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari adanya 

kegotongroyongan dalam membangun rumah, mengantar jenazah, dad 

sebagainya, sehingga batasan antara hukum publik dan hukum prive 

tersamarkan. Adanya semangat solidaritas yang memupuk landasan 

yang baik untuk membangun koperasi ekonomi sebagai sendi 

perekonomian masyarakat. Desa merupakan kiblat demokrasi asli 

Indonesia yaitu kolektivisme yang berdasarkan musyawarah untuk 

                                                           
25

Noer, Moh. Hatta, 607-608. 
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mufakat, dengan usaha gotong royong yang merupakan 

pendukungnya.
26

 

3. Ekonomi 

a. Ekonomi Menurut Bung Karno 

  Dalam masyarakat sosialis menghendaki suatu perencanaan 

(planning) pasal 33 UUD’45, Bung Karno menegaskan bahwa 

ekonomi terpimpin menghendaki kegotong-royongan dilapangan 

ekonomi. Koperasi bidang usahanya untuk lapanngan saja, lapangan 

produksi dan lapngan distribusi. ia berharap agar koperasi tidak 

tenggelam.
27

  

  Dalam pidatonya “Deklarasi Ekonomi” pada tangggal 28 

maret 1963, Bung Karno menegaskan sudah waktunya mengerahkan 

potensi serta harus menganut basic strategy, dengan mengutamakan 

pertanian dan perkebunan, pertambangan yang dikerjakan secara 

gotong royong antara rakyat dan pemerintah sebagai syarat untuk 

menyalurkan daya kerja dan daya kreatif secara maximal. Sehingga 

Bung Karno menegaskan dasar ekonomi terpimpin ialah menyalurkan 

dan mengembangkan potensi rakyat.
28

 

  Adapun dalam pelaksanaan kerjasama ekonomi dilakukan 

dengan cara bagi hasil “Product Sharing” antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, koperasi dipihak Indonesia/ pihak asing. 

Production Sharing merupakan kredit dari luar negeri untuk 

                                                           
26

Hartanto, Skripsi Sejarah Pertentangan, 76. 
27

Ibid., 86. 
28

Ibid., 86. 
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melaksanakan suatu proyek yang dibayar sebagian dari hasil yang di 

peroleh malalui proyek tersebut. Tapi kepemilikan dan kepemimpinan 

harus tetap ditangan pihak Indonesia.
29

 

  Pelaksanaan dekonsentrasi soal managemen dari pusat ke 

daerah, dengan tiak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan 

ekonomi dan politik. Dengan demikian maka dukungan masyarakat 

menjadi sangat diperlukan. “social support” dari karyawan harus 

diikutsertakan dalam pengawasan. Misalnya pengangkatan karyawan 

harus banyak diisi oleh orang-orang dari daerah dimana perusahaan 

itu terus berada.
30

  

  Agar masyarakat terjamin akan kebutuhannya dalam hal 

sandang, pangan dan papan maka pemerintah perlu memiliki “Iron 

Stock” yang lebih. Koordinasi bidang ekonomi dan keuangan 

diperlukan Komando Operasi Ekonomi (KOE), bertugas untuk segera 

mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mencapai 

perbaikan atau penyederhanaan prosedur-prosedur, seperti dalam 

bidang ekspor-impor.
31

 

b. Ekonomi Menurut Bung Hatta 

  Bung Hatta sangat respek terhadap keberadaan koperasi, 

dimana keberadaan badan ini sudah terbukti kebenarannya karena 

telah melaksanakan sosialisme atau pelaksanaan ekonomi sosialis 

Indonesia. Sebagai seorang sosialis Bung Hatta dituntut mampu 
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Ibid., 86. 
30

Ibid., 86-87. 
31

Ibid., 87. 
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menghidupkan sosialisme dengan memberikan dorongan guna 

terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan citacita 

dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya.
32

  

  Keberadaan BPS dirasa sangat perlu dan mendesak karena 

dapat mengetahui data statistik mengenai kekurangan dan kelebihan 

pada tiap-tiap bidang dan dapat mendeteksi bertambah dan 

berkurangnya jumlah penduduk untuk dapat mengetahui kebutuhan 

dan perencanaan program pembangunan yang teratur.
33

 

  Dalam konsep ekonomi sosialisme yang dianut Hatta, 

pemenuhan kebutuhan primer seperti air, listrik, gas atau bahan bakar 

lainnya sudah tercukupi dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Dalam pengertian yang sebenarnya sosialisme tidak harus 

semuanya sama tapi disesuaikan dengan kemampuan individu dalam 

pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan juga 

tidak bisa dilepaskan peran dari badan-badan perwakilan rakyat untuk 

mengawasi dan mengontrol penyedian rumah yang berimbang.
34

  

  Sosialisme ekonomi menurut Bung Hatta dalam kegiatan 

ekonomi diserahkan pada swasta, negara, dan koperasi atau campuran 

antara swasta dan pemerintah dengan pengawasan negara tentunya. 

Menurutnya swasta sama sekali tidak mendapat tempat sentral, tidak 
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menentukan serta ada semacam larangan swasta dalam memegang 

monopoli.
35

 

  Bung Hatta memfokuskan semata-mata bagi masalah 

distribusi sebab badan-badan perantaraan banyak tingkatnya antara 

produksi dan konsumsi yang akan memahalkan harga. Jika dilihat 

secara konkrit yang paling pokok bagi ekonomi sosialis adalah soal 

pengangkutan dan perhubungan, terutama di darat dan di laut. Disebut 

dengan istilah pengangkutan sosialis yang berfungsi untuk memenuhi 

keperluan rakyat. Dengan demikian prioritas kehidupan ekonomi 

sosialis adalah pemenuhan kebutuhan primer seperti papan, sandang, 

pangan, pendidikan dan kesehatan.
36

 

4.   Revolusi 

a.  Revolusi Menurut Bung Karno 

  Soekarno mendasarkan segala tindakannya itu atas 

pendapat, bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia 

yang adil dan makmur belum selesai. Sebelum tercapainya Indonesia 

yang adil dan makmur, revolusi masih berjalan terus dan segala 

susunan yang ada itu bersifat sementara. Ia katanya tidak menentang 

demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya yaitu 

demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat 

Indonesia yang asli.
37
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  Soekarno membuat Nasakom (Nasionalis, Agama, 

Komunis) dan Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia, Pimpinan 

Nasionalisme), yang mana revolusi yang seperni ini akan terwujud 

demokratis yang ke Indonesiaan. Revolusi yang dikendalikan oleh 

satu pemimpin nasional yaitu PBR (Pemimpin Besar Revolusi), sesuai 

dengan itu maka seluruh pejabat termasuk Pemimpin Lembaga-

Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara menurut UUD 45 diberi 

pangkat Menteri, sehingga kedudukannya di bawah presiden.
38

 

b.  Revolusi Menurut Bung Hatta 

   Dalam mempelajari Revolusi Perancis 1789 yang terkenal 

sebagai sumber Demokrasi Barat, ternyata bahwa trilogi kemerdekaan 

persamaan dan persaudaraan yang menjadi semboyan tidak terlaksana 

didalam praktik. Itu tidak mengherankan, karena Revolusi Perancis 

meletus sebagai revolusi individual untuk memerdekakan orang-orang 

dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam 

merealisasinya orang lupa akan rangkaiannya dengan persamaan dan 

persaudaraan.
39

  

  Selagi Revolusi Perancis tujuannya hendak melaksanakan 

cita-cita sama rata sama rasa sebab itu di sebelah kemerdekaan 

individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan, demokrasi yang 

dipraktikkan hanya membawa persamaan politik. Itupun terjadi 

berangsur-angsur dalam politik hak seseorang sama dengan yang lain 
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kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan sam-sama mempunyai hak 

untuk memilih dan dipilih menjadi anggota DPR, tetapi lebih dari itu 

tidak ada persamaan dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak 

sama. Malahan dengan berkobarnya semangat individualisme, 

kapitalisme semakin subur dan tumbuh. Akhirnya terjadi pertentangan 

kelas yang semakin bertambah.
40

 

  Setidaknya inilah yang mngkin juga dicanangkan oleh 

Soekarno akan revolusi yaitu perubahan yang besar besaran bukan 

mengenai ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, kehidupan yang 

layak, dan lain sebagainya yang lebih memihak dan dibutuhkan 

rakyat. Namun, soekarno lebih merevolusi pemimpin, jabatan, bila 

jabatan lebih tinggi maka revolusi akan semarak dengan pelaksanaan 

aspirasi rakyat. Dengan merombak DPR dan Konstituante maupun 

UUD 45, dan hasilnya malah revolusi yang dicanangkan membuat 

terpuruknya Indonesia demokrasi jadi tak terlaksana rakyat menderita 

dan terjadi pergejolakan di mana-mana.   

B. Munculya KKN di Lembaga Konstitusi Negara 

  Dari perkembangan keadaan, sikap, dan kegiatan berbagai tokoh 

serta partai dan penyelenggaraan pemerintahan, banyak sekali hal-hal yang 

mengecewakan Moh. Hatta. Akan tetapi, semuanya ini bisa dikatakan 

merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia umumnya, dan bagi Moh. Hatta 

khususnya. Meski Moh. Hatta dapat mengahadapinya dengan kesabaran, 
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tetapi rasa kekecewaannya yang amat besar, dikarenakan kedudukannya yang 

konstitusional, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala kepincangan dan 

penyelewengan hanya dapat dilihatnya saja, paling-paling hanya teguran yang 

ia berikan kepada pelaksana pemerintahan dan itu pun bersifat tertutup.
41

   

  Pada pemilihan umum tahun 1955, banyaknya jumlah partai politik 

yang masuk dalam pemerintahan yaitu 28 partai politik. Namun, yang 

menjadi tonggak terbesar dalam perolehan suara ada tiga partai  yaitu PNI, 

Masyumi, dan Nahdatul Ulama, tetapi ketiga partai besar ini sukar mencapai 

persesuaian paham dalam Dewan Perwakilan Rakyat.  

  Dalam buku tulisan Moh. Hatta berjudul Demokrasi Kita, 

ditulisnya bahwa,  

 “....kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih 

 terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri 

 yang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan menjadi 

 partai pemerintahan berarti “membagi rejeki”. Golongan sendiri 

 dikemukakan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri mendapatkan tugas 

 dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi 

 keuntungan bagi partainya. Seorang menteri perekonomian misalnya 

 menjalankan tugasnya itu dengan memberi lisensi dengan bayaran yang 

 tertentu untuk kas partainya atau dalam pembagian lisensi itu yang separtai 

 dengan dia didahulukannya. Keperluan uang untuk biaya pemilihan umum 

 menjadi sebab kecurangan itu....” 
42

 

 

  Partai yang seharusnya dipilih untuk mengatur pemerintahan, 

negara, dan rakyat, tetapi malah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. 

Suasana politik semacam ini memberikan kesempatan kepada berbagai jenis 

petualang politik dan ekonomi serta manusia profesi maju kemuka. Segala 

pegerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka, partai-partai politik 
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ditungganginya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Maka, timbullah 

anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya korupsi dan demoralisasi 

merajalela.
43

 

  Pada tanggal 10 Februari 1964, Moh. Hatta menulis surat kepada 

Anak Agung, yang sebagian isinya menjelaskan bahwa,  

 “........penyakit ekonomi sekarang sudah mendalam benar, sehingga tidak 

 dapat diperbaiki dengan sambil-sambilan. Korupsi menjalar kemana-mana, 

 seluruh aparatur pemerintahan sudah dihinggapi, juga bank-bank swasta 

 melakukannya. Pada PDN-PDN katanya, direksi bermain dengan kasbon 

 dan uang itu dipinjamkannya dan dijalankan untuk keperluan diri sendiri. 

 Katanya, dagang dengan Singapura distop, tetapi dagang gelap ke sana 

 terus saja, di mana ikut serta pejabat-pejabat negara. Kalau gaji pegawai 

 tidak diperbaiki, proses korupsi akan berjalan terus dan akan bertambah 

 menjadi. Pertentangan kaya dan miskin sangat hebat belum ada 

 sebelumnya dalam sejarah Indonesia.  

  Rakyat di mana-mana mati kelaparan, tetapi kenyataan itu rupanya 

 rupanya tidak sampai kepada Bung Karno. Surat kabar tidak boleh 

 memuatnya, pegawai-pegawai yang bersangkutan tidak melaporkan, 

 karena itu beberapa waktu yang lalu Bung Karno dapat berkata kepada 

 rombongan mahasiswa Amerika meninjau ke Indonesia dalam membantah 

 tuduhan-tuduhan dan gambaran palsu tentang Indonesia: “Tunjukkanlah, 

 di mana ada orang mati kelaparan di Indonesia ini”.  

  Dalam sistem pemerintahan sekarang, seperti juga dengan tiap-tiap 

 sistem diktatur, tidak Bung Karno saja yang berkuasa, tetapi orang-orang 

 bawahan itu juga berkuasa dan menentukan. Dengan menggambarkan 

 kepada presiden beberapa keadaan yang berbahaya yang sebenarnya tak 

 ada, mereka dapat melakukan kekuasaan seperti menahan orang dan lain-

 lain.......”
44

 

 

  Dalam menghadapi hal-hal seperti ini, kekecewaan Moh. Hatta 

bertambah besar, karena sahabatnya Soekarno yang bersama-sama dia 

memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian menegakkan RI di masa 

revolusi, serta sama-sama menduduki jabatan tertinggi negara sesudah 
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penyerahan kedaulatan, bukan saja tidak setia dan sependapat dengannya, 

malah berselisih pendapat.
45

 

  Akhirnya pada 1 Desember 1956, Moh.Hatta resmi mengundurkan 

diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Dengan kondisi seperti ini 

bukan maksud Moh. Hatta melarikan diri. Malah dari sini ia mulai berani 

malakukan tindakan-tindakan yang mengkritik Soekarno dan aparatur 

pemerintahan yang kian lama semakin bobrok. 

C. Pengunduran Diri Moh Hatta 

  Proses pengunduran Moh. Hatta dari jabatannya sebagai Wakil 

Presiden RI sangatlah alot. Banyak sekali pertimbangan para anggota DPR 

yang belum meluluskan surat pengundurannya.  

  Pada tanggal 20 Juli 1956, Moh. Hatta meletakkan jabatannya 

sebagai wakil presiden seacra resmi, tetapi tidak ada tanggapan. pada tanggal 

23 November 1956, Moh. Hatta menulis surat susulan tentang suratnya yang 

pertama. Isisnya tetap bahwa tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti 

sebagai wakil presiden. 
46

 

  Pengunduran diri Moh. Hatta bukan tanpa alasan, ia sudah 

memikirkan untuk kedepannya. Yang terpenting baginya dia tidak ikut dalam 

permainan politik dalam pemerintah yang sudah keluar dari kata-kata 

demokrasi. Apalagi Soekarno yang sudah berlainan jalan dengannya. 

Beberapa faktor pengunduran diri Moh. Hatta sebagai wakil presiden sebagai 

berikut: 
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1. Terjadinya ketimpangan/ penyelewengan kekuasaan di dalam aparatur 

pemerintahan, korupsi merajalela, permainan politik yang 

menguntungkan bagi partainya sendiri, dan hal-hal ini tidak bisa 

dihindarkan. Moh. Hatta tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menegur dan 

mengingatkan mereka. Ia juga menulis kepada kawannya, Jacobs: “Soal 

korupsi inilah tempo hari salah satu sebab yang penting, apa sebab saya 

mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.”
47

 

Karena, sambungnya, ia tidak bisa bertindak apa-apa oleh kedudukan 

konstitusionalnya.  

2. Terpilihnya anggota DPR dan Konstituante yang dipilih oleh rakyat 

melalui pemilu 1955. Sesuai dengan isi surat Moh. Hatta tanggal 20 Juli 

1956, atas pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Katanya: 

 “...... setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan 

Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba 

waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. 

 Segara, sesudah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan 

jabatan itu secara resmi. 

 Saat itu saya pilih, karena sesuai dengan penerimaan saya  dahulu 

waktu itu diminta menjadi Wakil Presiden kembali, yang menurut 

dugaan saya di waktu itu jabatan sementara ini tidak  akan lebih 

lama dari setahun dua tahun.”
48

 

 

3. Retaknya Dwitunggal yang digadang-gadang sebagai aktor pemersatu 

bangsa Indonesia, kini hanya sebagai ucapan yang hanya melintas saja. 

Retaknya Dwitunggal menjadi Dwitanggal, dikarenakan Moh. Hatta 

merasa Soekarno sudah bersebrangan jalan dengannya. Meski di awal 

pertemuan mereka sudah terjadi perselisihan pendapat, tetapi kemudian 
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dipersatukan dengan adanya rancangan kemerdekaan Indonesia, dan pada 

akhirnya kian nampak dan jelas akan perbedaan yang menonjol dari 

mereka. Akhirnya Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari 

jabatannya sebagai wakil Presiden.
49

 

 Pada tanggal 28 November, DPR bersidang khusus membicarakan 

minta berhentinya wakil presiden. Sebelumnya, sebuah Panitia 

Permusyawaratan telah dibentuk untuk mempermudah rembugan tentang 

masalah ini. Hadir dalam sidang 28 November tersebut 145 anggota dan 

sidang hanya berlangsung selama dua menit saja.
50

 Ketua DPR Sartono 

SH bertanya kepada panitia tentang laporan sudah belumnya dibuat 

tentang pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. 

Panitia belum siap dalam laporan.
51

  

 Sidang dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 29 November 

1956. Kali ini hadir 200 anggota dan sidang cuma berlangsung selama 

tujuh menit saja.
52

 Panitia melaporkan kepada ketua DPK bahwa 
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dianggap perlu untuk bertemu dengan Presiden Soekarno untuk 

membicarakan hal ini. 
53

 

 Kemudian, keesokan hari tanggal 30 November 1956. Sidang 

ketiga tentang acara setuju tidaknya parlemen bila Wakil Presiden 

Mohammad Hatta meletakkan jabatan dilangsungkan malam harinya, 

melanjutkan sidang akan keputusan tersebut. Jumlah anggota yang hadir 

bertambah dan disemarakkan pula oleh 14 orang menteri yang turut 

hadir.
54

 

 Panitia memberikan laporan, serta pandangan umum beberapa 

anggota dilontarkan dan dengan musyawarah dan mufakat, DPR akhirnya 

meluluskan permintaan Moh. Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan 

wakil presiden. 

D. Dwitunggal Manjadi Dwitanggal 

  Pada tanggal 9 Juli 1942, malam hari diadakan perundingan antara 

Soekarno, Hatta, dan Sjahrir mengenai siasat perjuangan kemerdekaan, serta 

cara untuk menhadapi tentara Jepang. Mereka bersepakat Soakerno-Hatta 

akan bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir bergerak di bawah 

tanah. Sejak pertemuan itu, terjalin kerjasama Dwitunggal Soekarno-Hatta. 

Sambil berjabat tangan keduanya berjanji, “inilah janji kita sebagai 

dwitunggal, inilah sumpah kita yang jantan untuk bekerja berdampingan dan 

tidak akan terpecah hingga negeri ini mencapai kemerdekaan.”
55
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  Sebelumnya pertemuan semacan ini sudah terjadi sekitar 9 tahun 

yang lalu di Bandung. Namun, hasil pertemuan ini menghasilkan perselisihan 

dan perbedaan perndapat antara Soekarno dengan Hatta-Sjahrir. Perselisihan 

ini diakibatkan, karena perbedaan paham tentang asas perjuangan dalam 

mencapai kemerdekaan.  

  Perbedaan antara Soekarno-Hatta tidak saja dalam prinsip asas 

perjuangan, tetapi juga pribadi dan latar belakang mereka berbeda. Hatta 

seorang moderat yang tenang, analisis, seksama, dan tidak mudah 

dipengaruhi perasaa. Pendidikannya di Eropa mendekatkanya kepada 

demokrasi Barat. Dia tidak dapat menggerakkan massa rakyat dan barangkali 

akan merasa berdosa kalau memainkan emosi massa retorika. 

  Sebaliknya, Soekarno adalah orang yang emosional, mudah 

dipengaruhi keadaan. Kata-kata dan ide baginya adalah alat untuk 

menggerakkan semangat, yang dipergunakannya untuk menjalankan aksi 

massa menentang kapitalisme dan imperialisme.  

  Dua tokoh ini memang berbeda. Pada tahun 1930-an Soekarno 

berkomentar tentang Hatta: “Ah, susah orangnya. Kami tak pernah 

sependapat mengenai sesuatu persoalan. Hatta dan aku tak pernah berada 

dalam gerakan gelombang yang sama.”
56

 

  Kemudian, Hatta menulis artikel di Daolat Ra’jat tanggal 30 

November 1933 berjudul “Tragedi Soekarno”, karena pada 31 Juli 1933 

Soekarno ditangkap untuk kedua kalianya oleh pemerintah Hindia Belanda 
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dan dia mengajukan permohonan maaf kepada pemerintah Belanda. Hatta 

dengan kata-kata sedih dan menyengat, berkata: “belum sepuluh bulan 

benelang ia menampar dada dan menyebutkan ruah sambil berkata, bahwa 

non-cooperation menolak kerja sama dengan kaum pertuanan itu. Sekarang ia 

sendiri yang menempuh jalan damai dan tunduk. Adakah kesedihan yang 

lebih sedih daripada itu....? Soekarno bakal lenyap dari kalangan rakyat.”
57

 

  Begitu jelas sekali perbedaan-perbedaan diantara mereka berdua, 

tatapi saat masa tentara Jepang yang berganti menjajah Indonesia. Mereka 

berjuang bahu-membahu, kerja sama dengan pemerintah Jepang. Bersama-

sama mereka memimpin Putera, Jawa Hokokai, dan menerima Bintang Ratna 

Suci dari Tenno Heika. 

  Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama-sama memproklamasikan 

Kemerdekaan Indonesia. Selama revolusi kemerdekaan, Dwitunggal 

Soekarno-Hatta telah tumbuh menjadi mitos yang identik dengan perjuangan 

kemerdekaan serta persatuan Indonesia.  Namun, mitos tersebut seakan sirna 

setelah PKI masuk dalam percaturan politik pemerintahan.  

  Dalam buku karangan Moh.Hatta, bejudul “Bung Hatta 

Menjawab”, dituliskannya bahwa,  

 “ketika saya melepaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

 menggantikannya dengan Undang-Undang Dasar 1950, arti dan 

 kedudukan Dwitunggal mulai berubah dan menurun. PKI mengambil 

 keuntungan dari situasi ini dalam strategi dan perjuangan politiknya, 

 mempercepat proses penurunan dalam kemampuan mempersatukan dan 

 manfaat Dwitunggal. Sering terjadi salah paham anatara kami berdu, 

 terutama saat partai-partai politik mulai saling bertarung, berusaha saling 
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 menjatuhkan ..... PKI berhasil mengubah Dwitunggal menjadi 

 Dwitanggal.”
58

  

 

  Pada tahun 1955, tanpa konsultasi dengan Hatta. Soekarno 

menandatangani pemecatan Sosrodanukusumo oleh Kabinet Ali 

Sastroamidjojo 1. Moh. Hatta mengharapkan peninjauan kembali, karena 

prosedur pemecatan tidak sesuai dilakukan dengan wajar. Hatta 

menghubungkannya dengan perikemanusiaan dari Pancasila. Kepada 

Soekarno yang tidak membicarakannya lebih dahulu soal ini dengan Hatta, 

dia berkata: “Kalau saudara memandang Dwitunggal yang begitu banyak 

dibicarakan di waktu yang akhir ini lebih dari show saja, sebenarnya dalam 

hal-hal yang mengenai dasar-dasar negara, saudara sepatutnya berembuk 

dengan saya lebih dahulu, sebelum mengambil tindakan.”
59

  

  Masalah pemecatan pegawai tinggi, walau mengenai seseorang, 

bagi Hatta sudah mengenai dasar negara, karena seperti yang telah kita lihat 

masalah ini menyangkut sendi negara dan pemerintahan. oleh sebab itu Hatta 

sangan menyesali Soekarno yang tanpa periksa menandatangani pemecatan 

Sosrodanukusumo. Banyak sekali hal-hal yang menjadi faktor retaknya 

Dwitunggal, diantaranya;
60

 

1. Presiden Soekarno memberikan grasi kepada Djody Gondokusumo, 

Menteri Kehakiman pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang dijatuhi 

hukuman 1 tahun penjara, karena penyelewengannya pada masa ia 

menjadi Menteri. 
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2. Presiden Soekarno memasukkan PKI dalam Kabinet. 

3. Presiden tidak mau menandatangani RUU pembatalan perjanjian KMB 

yang telah disetujui oleh DPR pada tahun 1956. Desakan Hatta sebagai 

wakil presiden agar Presiden Soekarno menandatangani RUU tersebut 

tidak dipeduliakn. 

4. Seringnya Presiden melancong ke luar negeri dengan alasan kegiatan 

negara, padahal tidak demikian. 

5. Presiden juga mencampuri urusan kabinet, yang seharusnya tidak 

sepatutnya Soekarno ikut campur masalah kabinet. Umpamanya, ia 

menuntut agar ia disetujui untuk membakar semangat raknyat dalam 

menghadapi soal Irian tahun 1950-1951. Tuntutan yang terpaksa secara 

tegas di tolak oleh Perdana Menteri Natsir. Akhirnya tanpa diketahui 

kabinet terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, presiden pun turut dalam 

kampanye pemilihan umum jauh sebelum kampanye dimulai. Ia yang 

tidak berpartai dan tidak merupakan calon dalam pemilihan umum, 

berpidato di Amuntai, Kalimantan selatan dan pada tahun 1953 agar 

rakyat menolak gagasan negara Islam. 

6. Terbentuknya Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno 1959-1966, yang 

lebih mengarah kepada kediktatoran. Para pejabat negara banyak yang 

melakukan korupsi, ekonomi negara menurun, rakyat kelaparan, banyak 

sekali terjadi ketimpangan sosial, hingga masalah pemberontakan PKI. 

 Hal-hal yang seperti menyebabkan Hatta kecewa besar dan merasa 

berat untuk turut memikul tanggung jawabnya, karena ia tidak pula bisa 
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berbuat apa-apa. Paling banyak ia mengingatkan Soekarno dalam hal-hal 

tersebut atau mengkritik sikap presiden itu, tanpa dapat mengemukakan 

secara terbuka mengenai hal-hal ini akan menyebabkan ia sendiri 

melanggar konstitusi. Di samping itu, kritik terbuka akan 

membingungkan rakyat, karena mereka umumnya beranggapan 

Dwitunggal bagai satu badan. Namun, dengan semua kejadian ini telah 

nyata Dwitunggal menjadi Dwitanggal, apalagi setelah Moh. Hatta 

mengundurkan diri dari kursi wakil Presiden dan memilih membaur 

dengan rakyat sambil mengintip jendela perpolitikan pemerintahan negara 

dengan lebih berperan di luar rana pemerintahan. 

 


